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Permasalahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Studi Kasus:
Ketidaknetralan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Nias

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah ketidaknetralan dalam proses rekrutmen
penyelenggara pemilu dengan studi kasus pada seleksi anggota Bawaslu
Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023. Fenomena ini
menunjukkan adanya dugaan praktik nepotisme dan patrimonialisme
yang memengaruhi objektivitas proses seleksi. Menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil
temuan  mengindikasikan = bahwa  ketidaktransparanan  dalam
pengumuman nilai CAT, kecenderungan keputusan berbasis kedekatan
personal, serta pelanggaran etika seleksi merupakan bukti kuat
ketidaknetralan tim seleksi. Analisis teori Max Weber tentang
patrimonialisme menjadi pisau analisis dalam memahami relasi kuasa
dan loyalitas pribadi dalam proses birokrasi publik. Implikasi dari
temuan ini mencakup melemahnya kredibilitas Bawaslu sebagai
lembaga pengawas independen dan tergerusnya kepercayaan publik
terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan  reformasi menyeluruh terhadap mekanisme
rekrutmen anggota Bawaslu agar menjunjung prinsip meritokrasi,
transparansi, dan akuntabilitas guna memperkuat kualitas demokrasi
lokal di Indonesia.

Kata kunci: Bawaslu, ketidaknetralan, patrimonialisme, nepotisme,
integritas pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu.



Election Organizer Recruitment Problems Case Study: The Non-Neutrality
of the Bawaslu Member Selection Team for Nias Regency, North Sumatra
Province in 2023

ABSTRACT

This study examines the problem of non-neutrality in the recruitment
process of election organizers with a case study on the selection of
Bawaslu Zone V members of South Nias Regency in 2023. This
phenomenon indicates allegations of nepotism and patrimonialism
practices that affect the objectivity of the selection process. Using a
qualitative approach with a case study method, data was collected
through in-depth interviews, observations, and documentation studies.
The findings indicate that the non-transparency in the announcement of
CAT scores, the tendency for decisions based on personal closeness, and
violations of selection ethics are strong evidence of the non-neutrality of
the selection team. Max Weber's theoretical analysis of patrimonialism
is an analytical tool in understanding the relationship of power and
personal loyalty in the public bureaucratic process. The implications of
these findings include the weakening of Bawaslu's credibility as an
independent supervisory institution and the erosion of public trust in
election integrity. Therefore, this study recommends a comprehensive
reform of the Bawaslu member recruitment mechanism to uphold the
principles of meritocracy, transparency, and accountability in order to
strengthen the quality of local democracy in Indonesia.

Keywords: Bawaslu, non-neutrality, patrimonialism, nepotism,
election integrity, election organizer recruitment.
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LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Narasumber 1

Nama :Ismael Dachi

Pekerjaan : Mantan Ketua Bawaslu Nias Selatan (2008-2015)
Tanggal Wawancara : 17 Mei 2024

Metode Wawancara : Daring (Online)

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip transparansi dalam proses rekrutmen
penyelenggara pemilu, khususnya pada tahap seleksi anggota Bawaslu Zona V
Kabupaten Nias Selatan tahun 2023?

Jawaban: Prinsip transparansi adalah hal yang sangat krusial dalam proses seleksi.
Tanpa transparansi, publik tidak dapat menilai apakah proses rekrutmen itu adil dan
berdasarkan merit. Ketika nilai CAT tidak diumumkan, hal itu membuka ruang
kecurigaan dan menyalahi prinsip birokrasi modern.

2. Menurut Anda, apakah pengumuman hasil tes tertulis berbasis CAT seharusnya
menjadi kewajiban panitia seleksi? Mengapa?

Jawaban: Ya, seharusnya. Sebab itu bentuk objektivitas paling dasar. Dalam birokrasi
rasional-legal, keputusan harus didasarkan pada kualifikasi teknis, bukan hal-hal
subjektif.

3. Bagaimana Anda menilai profesionalitas dan objektivitas tim seleksi dalam tahap
wawancara terhadap para peserta?

Jawaban: Kurang profesional dan tidak objektif. Tidak ada sistem skoring yang jelas,
dan keputusan akhir terkesan ditentukan berdasarkan kedekatan personal.

4. Apakah Anda melihat adanya indikasi keterlibatan hubungan personal atau kedekatan
politik dalam proses seleksi tersebut?

Jawaban: Sangat mungkin, apalagi jika kita lihat beberapa peserta yang lolos adalah
figur yang sebelumnya memiliki koneksi dengan anggota Bawaslu sebelumnya.

5. Dalam perspektif Anda, bagaimana praktik semacam ini mencerminkan deviasi dari
prinsip birokrasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber?

Jawaban: Ini jelas deviasi. Seharusnya birokrasi bekerja berdasarkan hukum dan merit,
bukan loyalitas pribadi atau hubungan informal.

6. Menurut Anda, sejauh mana prinsip meritokrasi telah diterapkan dalam proses seleksi
anggota Bawaslu tersebut?

Jawaban: Hampir tidak terlihat. Tidak ada dokumentasi penilaian, dan banyak peserta
yang kompeten justru tidak lolos.

7. Apakah pelanggaran terhadap asas keterwakilan perempuan mencerminkan
ketidaknetralan panitia seleksi? Mengapa hal ini penting dalam proses rekrutmen
birokratis?

Jawaban: Ya, itu bentuk diskriminasi. Birokrasi modern menuntut kesetaraan, termasuk
representasi gender. Mengabaikan itu artinya mengabaikan prinsip legalitas.



8. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin timbul terhadap
Bawaslu jika proses seleksinya cacat secara etik dan prosedural?

Jawaban: Publik kehilangan kepercayaan. Dalam jangka panjang, kredibilitas Bawaslu
sebagai lembaga pengawas pemilu independen akan terancam.

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran lembaga seperti DKPP dalam melakukan
koreksi terhadap penyimpangan dalam proses rekrutmen ini?

Jawaban: DKPP sangat penting. Tanpa mereka, pelanggaran bisa dibiarkan begitu saja.
Tapi mereka juga harus bersikap tegas dan tidak terpengaruh tekanan politik.

10. Aparekomendasi Anda agar proses seleksi ke depan berjalan lebih transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern?

Jawaban: Buat standar seleksi yang jelas, nilai harus dipublikasikan, dan seleksi harus
diawasi oleh lembaga independen serta masyarakat sipil.



Narasumber 2

Nama :MD

Pekerjaan : Aktivis Perempuan dan Pemantau Pemilu
Tanggal Wawancara : 19 Mei 2024

Metode Wawancara : Daring (Online)

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip transparansi dalam proses
rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya pada tahap seleksi anggota
Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023?

Jawaban: Transparansi adalah indikator utama kredibilitas proses seleksi.
Kalau nilai dan proses tidak dibuka ke publik, berarti ada yang
disembunyikan. Ini sangat mencederai semangat keterbukaan yang
seharusnya dijunjung tinggi dalam birokrasi publik.

2. Menurut Anda, apakah pengumuman hasil tes tertulis berbasis CAT
seharusnya menjadi kewajiban panitia seleksi? Mengapa?

Jawaban: Tentu saja. Itu bagian dari akuntabilitas. Nilai CAT bukan hanya
untuk peserta, tapi juga untuk publik agar bisa menilai objektivitas seleksi.

3. Bagaimana Anda menilai profesionalitas dan objektivitas tim seleksi
dalam tahap wawancara terhadap para peserta?

Jawaban: Tidak profesional. Banyak peserta, terutama perempuan, tidak
diberi kesempatan bicara panjang. Wawancara juga dilakukan secara cepat
tanpa kejelasan indikator.

4. Apakah Anda melihat adanya indikasi keterlibatan hubungan personal
atau kedekatan politik dalam proses seleksi tersebut?

Jawaban: Ada. Beberapa peserta yang dikenal dekat dengan elite lokal lolos,
sementara peserta lain yang punya kompetensi tidak terpilih. Ini
mencerminkan intervensi nonbirokratis.

5. Dalam perspektif Anda, bagaimana praktik semacam ini mencerminkan
deviasi dari prinsip birokrasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber?
Jawaban: Ini adalah bukti kuat dari deviasi birokrasi. Proses birokrasi
modern seharusnya rasional, impersonal, dan berbasis hukum, bukan relasi
sosial atau politik.

6. Menurut Anda, sejauh mana prinsip meritokrasi telah diterapkan dalam
proses seleksi anggota Bawaslu tersebut?

Jawaban: Hampir tidak ada. Tidak ada publikasi nilai, tidak ada transparansi
skor wawancara, dan tidak jelas mekanisme penilaiannya.

7. Apakah pelanggaran terhadap asas keterwakilan perempuan
mencerminkan ketidaknetralan panitia seleksi? Mengapa hal ini penting
dalam proses rekrutmen birokratis?



Jawaban: Sangat jelas. Ketika keterwakilan perempuan diabaikan, artinya
proses seleksi tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar hukum dan
prinsip kesetaraan dalam birokrasi modern.

8. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin timbul
terhadap Bawaslu jika proses seleksinya cacat secara etik dan prosedural?
Jawaban: Bawaslu akan dianggap sebagai lembaga yang tidak kredibel,
khususnya bagi kelompok perempuan. Ini memperlemah legitimasi mereka
dan kepercayaan publik secara umum.

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran lembaga seperti DKPP dalam
melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam proses rekrutmen ini?
Jawaban: DKPP harus benar-benar menjamin bahwa rekomendasi mereka
ditindaklanjuti. Jika tidak, maka pengawasan hanya formalitas.

10. Apa rekomendasi Anda agar proses seleksi ke depan berjalan lebih
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern? Jawaban:
Wajib libatkan unsur perempuan dalam tim seleksi. Nilai harus diumumkan
secara terbuka, dan proses wawancara wajib terekam atau
didokumentasikan secara formal.



